MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM 59 TAHUN 2020
TENTANG
KESELAMATAN PESEFEDA DI JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA E8A

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang ! bahwa wuntuk melaksanakan kelentuan Pasel |11 dan
Pasal 122 Peratursn Pemeriniah Nomor Y9 Tahun 2013
tentang  Jarmgan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta
mewujudkan tertib berlalu lintas dan menjamin keselamalan
penggunaan sepeda di jalan, periu menctapkan Perataran
Menteri Perhubungen lentang Kesclamatan Pesepeda di

Jalan;

Mengingal : 1,  Pasal 17V avat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1545:

k-

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian  Negara  (Lembaran Negara  Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3.  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang
Kendaraan [Lembaran Nepara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3317);



Menolapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang
Jaringan Lalu Lintas dan Angkuman Jalan {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nemor 193,
Tambahan Lembaran Neogara Hepublik Indonesia Nomor
D468,

Peraluran Presiden Nomor 40 Tabhun 2015 lentang
Kementerian Perhubungan [Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomaor 73);

Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2015 tentang
Badan Pengelola Transportasi Jakarta, Bogor, Depok,
Tangerang, dan Bekasi (Lembaran Negars  Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomoer 216];

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tala Kerja Kemenlerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI PERITUBUNGAN TENTANG
KESELAMATAN PESEPEDA DI JALAN.

BABR T
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dralam Peraturan Menter ind vang dimaksud dengan;

Sepeda adalah kendaraan tdak bermolor vang dilenghea
dengan stang kemudi, sadel, dan scpasang pedal yang
dipunakan untuk menpggerakkan roda dengan tenaga
pengendara scocars mandir,

Jalan adalah selurubh bagan jalan, termasuk bangunan
pelengkap  dan perlengkapannyas vang diperuntuklan
bagi lalu lintas uwmum, vang berada pada pormulkaan
lariah, di alas permukaan lensh, di bawah permuokasn
tanah dan fatau air, serla di atas permukaan air, kecual

jalan rel dan jalan kabel,



(1)

(]

Rarmbu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan
vang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/alau
perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan,
perintah, atau petunjuk bagl pengguna Jalan,

Alat Pemberi lsyarat Lalu Lintas adalah peranglat
elekironik yvang mengpunakan isvarat lampu yvang dapal
dilengkapl dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu
lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau
pada ruas Jalan.

Jalur adalah bagian Jalan yang diperpunakan untuk lala
hntas kendaraan.

Lajur Scpeda adalah bagian Jalur yang memanjang,
dengan atau tanpa marka Jalan, yang mcmiliki lcbar
cukup untuk dilewati satu sepeda, selain sepeda motor,
Parkir adalah keadaan kendaraan berbenti atau tidak
bergerals untulk  bocbocrapa  saat dan ditinggalkan

pengemudinys.

BAE 11
FPERSYARATAN KESELAMATAN

Pasal 2
Sepeda yang beroperasi di Jalan  harus memenuahi
perayaratan keselamatan.
Persyaratan  keselamatan schagaimana dimaksud pada

ayat (1} meliputi:

a.  spakbor;

b. bel;

€. sistcm rem;

s g lampui;

¢, alat pemantul cahava berwarna merat:

i alat pemantul cahava roda berwarna pulih o ataug

kuning; dan

g, podal.
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Pasal 3
Spakbor schagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
huruf a harus memenuhi persyaratan;
a. mampu mengurangi percikan air ke arah belakang;
dar
b,  memiliki lebar paling sedikit sama dengan telapak
ban.
Bel schagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat [2)
hurut b merapakan alat yvang menghasilkan bunyl yang
dapat bersumber dari listrik ateu getaran dan harus
herfungs dengan baitk,
Bistcm rom scbagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayvat [2] huruf ¢ merupakan suatu rangkaian vang
lerdapal  pada Sepeda untuk  memperlambat atao
menghentikan laju Sepeda dan harus berfungsi dengan
baik,
Rem sebagaimana dimaksud pada avat (3) paling sedikii
dipasang pada roda penggerak Scpeda sesual dengan
besarnya beban.
Lampu sebappimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2)
huruf d merupakan alat atau piranti vang memancarkan
cahaya wvang dapat dipasang secara permanen atauy
scmentara pada baglan belakang dan depan Sepeda.
Alat pecmantul cahaya berwarna merah sebagaimans
dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf e dipasang di
antara ralk bagasi dan spakbor pada ketinggian 35 cm
(tipga puluh lima sentimeter] sampal dengan 90 com
(sembilan puluh sentimeter] di oatas permukaan Jalan
atau di bawah sadel.
Alat pemantul cahays roda berwama putih ataa kaning
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 avat (2) haraf f
dipassng pada jari-jari SBepeda di kedua sisi roda.
Pedal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 avat [(2)
hurul g merupakan pijakan kaki yang digunakan schagai
alal kayuh unituk menggerakan laju Sepeda.
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Pedal sehageimana dimaksud pada ayat [8) dilengkam
dengan alat pemantul cahaya berwarna merah atau
kuning pada bagian atas dan bagian bawah permukaan

pedal.

Pasal 4
Penggunaan  spakbor sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 aval (1) dikecualikan untuk Scpeda balap,
Scpeda punung, dan jenis Sepeda lain sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan,
Pengpunaan lampu dan  alat  pemantul cahaya
sebapaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat [3), ayat [6],
dan ayvat (V) dipasang pada malam han dan kondisi
tertentu.
Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat [2)
terdiri atas:
a. kondisl jarak pandang terbatas karena gelap;
b, hujan lebat;
o, lerowongan; dan/atau
d. kabut,

Pasal 5
Sclain persyaratan kesclamatan scbagaimana dimaksud
dalarm Pasal 2 ayat (2], Sepeda vang dioperasikan di
Jalan harus berdasarkan Standar Nasional Indonesia.
Standar Nasional Indonesia sebagaimana dimaksud pada
avat (1)  dilaksanakan  scsual dengan ketentuan

peraturan perundang undangan.

Pasal 6
Pesepeda vane berkendara di Jalan haras memenchi
ketentuan:
a. pada kondisi malam hari, pesepeda menvalakan
lampu dan mecnggunakan pakalan dan/atau atribuat
yang dapal memantulkan cahaya;

b, mengeunakan alas kalo: dan
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memahami dan mematubs lsla cara berlalu lintas

melipiats:

.
T
2
3.
4.
.

Selain

mengikuti ketentuan perintah dan  larangan
khusus Sepeda yang dinvatakan dengan Alat
Pemberi Isyvarat Lalu Lintas, Rambu Lalu
Lintas, dan marks Lajur Sepeda;

dapat berhenti i setap  Jalan,  kecuali
ditentukan lain eolech Rambu Lalu Lintas, marka
Lajur Sepeda dan/atau pada tempat tertentua
yvang  dapat membahayakan  keamanan,
kesclamalan serfa menggangg ketertiban dan
kelancaran lalu intas dan angkutan Jalan;
menggunakan Scpeda sccara terhib dengan
memperhatikan keselamatan pengguna Jalan
lain;

memberikan prioritas pada pejalan kaki;
menjaga jarak aman dan pengguna Jalan laing
dan

membawa Sepeda dengan penuh konsentrasi.

harus memenuhi ketentuan scbhagaimana

cimaksud pada ayal (1), pesepeda dapal menggunakan

alat pelindung diri berupa helm.

Pasal 7

Pesepeda vang akan berbelok, berhent, atau berhalik

arah harus memperhatikan situasi lalu lintas di depan,

di samping, dan di belakang Sepeda serta memberikan

tanda berupa isvaral tangan.

lavaral tangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

berapa:

5
LT

.

merentanglkan lengan kiri menjavhi tubub hingga

setinggi bahu untuk belok kir;

mereniangkan lengan kanan menjauhi tubuh hingga

setinggi bahu untuk belok kanan;

mengangkal salah 1 [satu)] tangan di samping atas

kepala untuk berhenti; dan /atau



(3]

d. mengayunkan tangan darn belakang ke depan untuk
memberikan Jalan bagl pengendara lain.

lsyarat tengan sebagaimana dimaksud pada aval (L)

tercantum  dalam Lampiran yang merupakan  bagian

tidak terpisahkan dari Peraluran Menteri ini.

Pasal §

Pesepeda vang berkendara di Jalan dilarang unoake:

.

dengan sengaja membiarkan Sepeda  ditarik  oleh
kendaraan bermotor dengan kecepalan VHTIE
membahayakan keselamatan,

mengangkul  penumpang,  kecuali Sepeda dilenglkapi
dengan tempat duduk penumpang di bagian belakang
Scpeda;

menggunakan atau mengoperasikan perangkat
elelkitronik sclulcr saat berkendara, kecualh  dengan
menggunakan piranti dengar;

menggunakan payung saal berkendara;

berdampingan  dengan kendaraan  lain, kecuali
ditentukan lain oleh Rambu Lalu Lintas; atau

berkendara dengan berjajar lebih dan 2 (dus) Sepeda.

Pasal 9

Scpeda dapat digunakan untuk mengangkut barang dengan

memperhatikan aspek keselarmatan pesepeda dan pengguna

Jalan lainnya.

11]
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Pasal 10
Dalam hal Sepeda digunakan penyandang disabilitas,
pesepeda  harus meongpunakan tanda pengenal yang
ditempatkan pada bagian depan dan belakang Sepeda.
Tanda pengenal schagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum  dalam Lampiran yvang merupakan beagian

hdak terpisahlan dar Peraturan Menteri ini.
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BAB III
FASILITAS PENDUKUNG

Pasal 11
Sepeda yang  dioperasikan  di Jalan sebagsimana
dimaksud dalam Pasal 2 avat (1) discdiakan fasilitas
pendukung.
Fasilitazs pendukung  unluk  Sepeda sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berupa Lajur Sepeda dan/atau
Jalur yvang disediakan secara khusus untuk pescpeda
danfatau  dapal  digunakan bersaima-sama dengan
pejalan kalki.
Lajur Bepeda dan/atau Jalur scbagaimana dimaksud
pada aval (2] dapat herupa:
a. berbagi Jalan dengan kendaraan bermotaor;
b, menggunakan bahu Jalan;
c. lajur danfatau Jalar khusus yang berada pada
badan Jalan; atau
d.  lajur dan/ateu Jalur khusus terpisah dengan badan
Jalan.,
Lajur Scpeda dan/atau Jalur scbhagaimana dimaksud
pada avat (3) harus memenuhi persyaratan:
a. kesclamatan;
b. kenvamanan dan ruang bebas gerak individu; dan
(ol Lelanoaran lalu hinlas,
Lajur Sepeda dan/atan Jahar yvang dapat digunakan
bersama-sama dengen pejalan keki sebapgaimeansa
dimaksud pada ayat (2] harus  memperhatikan
keselamaran pejalan kaki dengan kapasitas yang
mernadai,
Kapasitas memadal sebagaimana dimaksud pada ayat [3)
harus dapat menampung sejumlah pejalan kaki dan

Sepeda.
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Pasal 12
Lajur Sepeda dan/atau Jalur Sepeda yang berbagi Jalan
dengan  kendarssn bermotor sebagaimana  dimaksud
dalam Pasal 11 ayatl (3) hurul a paling sedikit harus
dilengkapi dengan:
a. rambu peringatan banyak lala lintas Sepeda;
b,  rambu perintah dan larangan untuk Sepeda;
. lampu penerangan Jalan; dan
d. marka Lajur Sepeda padae simpang bersinyal,
Lajur Scpeda dan fatau Jalur Sepeda vang menggunakan
bahu Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayal
{3) hurul b paling sedikit harus dilengkapi dengan:
a. rambu peringslan banyvak lalu lintas Sepeda;
b. rambu perintah dan larangan untuk Sepeds;
¢.  lampu penerangan Jalan, dan
d. marka Lajur Scpeda pada simpang bersinyal.
Lajur Sepeda dan/atana Jalur Scpeda borupa lajur
dan/atau Jalur khusus yang berada pada badan Jalan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 avat (3) huraf ¢
paling sedikil harus dilengkam dengan:
a. marka Lajur BSepeda borupa gambar Scpeda
berwarne pulih danfataw warna hijau;
b. marka tempat penveberangan pescpeda;
. rambu peringatan banyak lalu lintas Sepeda;
d. rambu perintah dan larangan untuk Sepeda; dan
e. lampu penerangan Jalan.
Lajur Sepeda danfatauw Jalur Scpeda berupa lajur
dan/fatau Jalur khusus lerpisah dengen badan Jalan
schagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3] huratf d
paling sedikit hars dilengkapi dengan:
a. marka Lejur Sepeda berupa gambar Sepeda
kerwarna pulih danfatau wama hijau;
b,  marka tempat penyeberangan pesepeda;
. rambu peringatan banyak lalua lintas Scpeda;
d.  rambu perintah dan larangan untuk Sepeda;

. lampu penerangan Jalan; dan



o 1y

[. pembatas lalu lintas untuk Jalur khusus Sepeda
yvang berdampingan dengan Jalur kendargan

bermeotor,

Fasal 13

Lajur Sepeda dan/atau Jalur Sepeda berupse lajur danjatau

Jalur khusus yang berada pada badan Jalan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3} huruf ¢ harus memenuhi

ketentuan:

L.

untuk Jalan tanpa pembatas lalu lintes, lebar paling
kecil Lajur Sepeda adalsh 1,2 m (satu koma dua meter);
jika terdapal Perkir kendarasn di badan Jalan dengan
menggunakan marka khusus Parkir, Lajur Sepeda harus
terletak di antara area Parkir dan lajur kendaraan
dengan lebar paling kecil Lajur Sepeda adalah 1.5 m
(satu koma lima meter); dan

jika ada lajur khusus bus, Lajur Sepeda terletak di

antara Jalan kendaraan dan lajur khusus bus,

FPasal 14

Lajur Sepeda danfatau Jalur scbagaimana dimaksud dalam

Pasal 11 ayat (3) diielapkan oleh;

H.

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di
bidang wansportasi melalui  Direktur  Jenderal
Perhubungan Darat, untuk Lajur Sepeda dan/atau Jalur
Scpeda vang berada di Jalan arteri primer, Jalan kolektor
primer yang menghubungkan antaribukota provinsi, dan
Jalan strategis nasional sclain di wilayvah Jakarta, Bogor,
Depok, Tangerang, dan Bekasi;

menteri yvang menyvelenggarakan urusan pemerintah di
bidang transportasi melalui Kepala Badan Pengelola
Transportasi Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan
Bekasi, untuk Lajur Sepeda dan/atau Jalur Sepeda
vang berada di Jalan arteri primer, Jalan kolektor primer
vang menghubungkan antaribukota provinsi, dan Jalan
strategis nasional di wilayah Jakarta, Bogor, Depok,

Tangerang, dan Dekasi;
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subcrnur, untuk Lajur Sepeda dan/atau Jalur Sepeda

yatig  berada di Jalan  |kelcktor primer yang

menghubungkan ibukota provinsi dengan  ibukota
kabupalen atau kota, Jalan Lkolektor primer yang
menghubungkan antaribukota kabupaten atau kota, dan

Jalan stratcgis provinst;

Gubernur Dacrah Khusus [bukota Jakarta, untuk Lajur

Sepeda dan/fatan Jalur Sepeda yang berada di Jalan

kolektor primer vang menghubungkan ibukota provinsi

dengan ibukotas kabupaten atau kola, Jalan kolekior
primer yang menghubunglan antarbukota kabupaten
atau kota, dan Jalan strategis provinsi di wilayah Daerah

Khusus Ibukota Jakarta; dan

bupari/wall kota, untuk Lajur Sepeda dan/atau Jalur

Sepeda vang berada di;

1. Jalan kolcktor primer sclain vang meonghubungkan
antaribukota  provins, vang menghubunghkean
ibukota provinsi dengan ibukota kabupaten ataua
kota, VAR menghubungkan antaribukota
kabupaten atau kota;

2. Jalan lokal primer yang menghubungkan ibukota
kabupaten dengan ibukola hkecamatan, ibukota
kabupatcn  dengan  pusat  desa, antaribulota
kecamatan, ibukola kecamalan dengan desa, dan
antar desa;

3. Jalan sekunder di luar wilayah Daerah Khusus
Ibukota Jakarta serta Jalan sekunder dalam kota;
Jalan strategis kabupaten;

Jalan umum pada jaringan Jalan sckunder di dalam
kota; dan

6. Jalan desa.
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Pasal 15

Dalam menctapkan Lajur Sepeds danfaten Jalar Sepeda,

menteri, gubcrnur, dan bupati/wall kola sesual dengan

kewenangannya harus memperhatikkan faktor konecktivitas

jaringan Lajur Sepeda dan terintegrasi dengan angkutan

umum pada mil pertama dan mil 1erakhir.

(1)

[£]

(1]

(2]

(3]

(1)

Pasal 16

Penyedianan fasilitas pendulkung Scpeda berupa Lajur
Sepeda dan/atau Jalar Sepeda menjadi tanggung jawab
pemerintah pusal dan pemerniah deaerah sesual dengan
kewenangannya,

Penyediaan fasilitas pendukung berupa Lajur Sepeda
dan/fatau Jalur Bepeds sebagaimana dimaksud pada
avat (1) dapat dikecrjasamakan dcngan pihak ketiga
sesual dengan kelentuan peraluran perundang-

undangan.

Pasal 17

Pemerinleh pusal dean pemeriniah daerah sesusi dengan
kewenangannya harus memasang perlengkapan Jalan
pada Lajur Sepeda dan/atau Jalur Sepeda.

Perlengkapan Jalan sehagrimana dimaksad pada avat (1)
paling sedikit berupa Rambu Lalu Lintas dan marka
Lajur Sepeda.

Rambu Lala Lintas dan marka Lajur Sepeda
sebupaimana dimeksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran vang merupakan bagian tidak terpisahlan dari

Peraturan Menteri ini.

BAB IV
FASILITAS PARKIR UMUM

Pasal 18
Pesepeda dapat disediakan lasililas Parkir umum untuk

Sepeda.
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Fasililas Parkir umum untuk Sepeda scbagaimana

dimaksud pada ayat (1) harus berupa:

a. lokasi wyang mudah diakses, aman, dan  ldak
mengganggn arnis pojalan kaki; dan

b. terdapal rak, liang,  atau sandaran yang
mermnungkinkan bag Sepeda untuk dilkunct atau
digembok.

Fasilitas Parkir umuom  sebagaimana  dimaksud  pada

avat (2} haras disediakan olch sctiap penvelenggara

fasilitas umum vang ditempatkan paling sedikit pada:

B. simpul transportasi;

b,  gedung perkantoran;

c. pusat perbelanjaan;

. sekolakb; dan

e, tempat ibadah,

Penyediaan  fasilitas Parkir Sepeda di gedung

perkantoran dan pusal perbelanjaan sebageimans

dimaksud pada ayat {3) huruf b dan huruf c ditetapkan

sebanyak 10% (sepuluh persen) dan kapasitas Parkir,

Dalam hal fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada

Ayval (2] terdapat di bahu Jalan harmas momenuhi

ketentuan bersifat paralel paling banyak 12 [dus belas)

Sepeda dan dilengkapi dengan rak, tiang, atau sandaran

untuk fasilitas Parkir di bahu Jalan.

Dalam hal fasilitas Parkir schagaimana dimaksud pada

ayat (2 terdapat di trotoar harus memenuhi ketentuan;

a. jarak tidak lebih dari 15 m (lima belas meter) dari
banpunan yvang akan dituju;

b, tidak boleh mengeanggu arus pejalan kaki;

£

tidak boleh menutupi atau mengzangoa ubin

pemandu bagl ponyandang disabilitas tuna netra;

d.  1ika Parkar berada di sudut simpang, tidak baoleh
mengganggy jarak pandang penyebrang Jalan; dan

e. dilengkam dengan rak, tiang, atan sandaran untuk

lfasilitas Parkir di bahu Jalan.
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BAB WV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 19
(1] PPemerintah Daerah dapat menentukan jenis dan
penggunaan  Sepeda di daershnya sesusm dengan
karakteristik dan kebutuhan daerahnya.
(2] Penentusan jenis dan penggunaan Scpeda schbagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan

ketontuan peratarar mlundang-undmmgen.

BARB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20
Peraturan Menteri  ini  mulai  berlakua pada  tanggal

diundanglan,



Agar schap orang mengetahuinya, momerintahlan
pengundangan Peraturan Menteri ind dengan penempatannya

dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakaria

pada tangegal 14 Agustus 2020

MENTERI PERHUBUNGAN
REPURLIK INDONESIA,

ttel

BUDI KARYA SUMADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanpgal 25 Agusius 2020

DIREKTUR JENDERAL

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDOKESIA,

ted

WIDODO EKAT.JAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 938

—_r
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LAMPIRAN

PERATURAN MENTER! PERHUBUNCGGAN
REPUELIK INDONESIA

NOMOR PM 59 TAHUN 2020

TENTANG

KESELAMATAN PESEPEDA DI JALAN

A. [ISYARAT TANGAN PESEPEDA

. ©

Isyarat untuk belok kin Isyvarat untuk belok kanan

.l

~d

lsyarat untuk berhenti. Isyarat untuk memhberikan jalan



B.

LB

37

TANDA PENGENAL UNTUK PENYANDANG DNSABILITAS
1) Bendera

Stiker sesuai dengan
disabilizasnya

20Ok

Peringatan Banyak Lalu Lintas Sepeda
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Perintah Mengounalkesn Jalur atau Lajur Lalu
Lintas Khusus Sepeda

D. RAMEU PERINGATAN, LARANGAN, PERINTAH

Perinpatlan Banyek Lalu Lintas Sepeda

Perintah Mengpunakan Jalar atau Lajur Lala
Lintas Khusus Sepeda
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E. BENTUK DAN UKURAN LAJUR SERTA TEMPAT PENYEBERANGAN
SEPEDA

Bentuk Lajur Khusus Sepeda

im

Bentuk Tempat Penyeberangan Untuk Pesepeda

Jakan aatu arah

) e
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Jalan dua arah

MENTERI PERHUBUNGARN
REPUBLIK INDONESIA,

el

BLUDI KARYA SUMADI




